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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG

TATACARA PENY ELENGGARAAN KAMPANY E PEMILIHAN UMUM

DAN KETENTUAN MENGENAI MASA TENANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat |, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat |1, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan
Umum serta peraturan pelaksanaannya mengenai kampanye Pemilihan Umum, perlu
diatur lebih lanjut tatacara penydenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan
mengenal masatenang;

1. Pasdl 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914) jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang  Pemilihan Umum
Anggota-anggotaBadanPermusyawaraan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063), dan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggotaanggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
sebagamana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pata Politik Dan Golongan Karya

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pdaksanaan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1975 tentang Parta Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3073).

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawal

Negeri Sipil Daam Partal Politik Atau Golongan Karya (L embaran Negara Tahun 1976
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pdaksanaan Undang-undang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3181)

. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 tentang Hari dan Tanggd Pemungutan Suara.

Untuk Pemilihan Umum AnggotaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwekilan
Rakya DaerahTingkat | dan Dewan Perwakilan Rakyat: Daerah Tingkat I1;

MENGINSTRUKSIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA
PENY ELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KETENTUAN
MENGENAI MASA TENANG
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Pasal 1

Dalam Keputusan Presden ini yang dimaksud dengan:

1

2.

Peraturan Pemerintah addah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pel aksanaan Undang-undang
Pemilihan Umum;

Organisas pesata  Pemilihan  Umum,  sdanjutnya  dissbut  organisad, addah  3(tiga)
organisas kekuatan sogd politik, yaitu Parta Persatuan Pembangunan, Parta Demokrad Indonesa, dan
Golongan Karya, yang sd anjutnya berturut-turut disebut Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR sebaga dimaksud
daam Pasa 1 huruf g Peraturan Pemerintah,

. Penguasa  addah Pg abat Kepollisan, serendah-rendahnya Komandan Kepolisan di

tingkat Kecamatan dan dalam ha di suatu wilayah Kecamatan belum ada kantor Kepolisan, idah Camat Kepda
Kecamatan sebaga dimaksud ddam Pasd 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah;

. Kampanye  Pemilihan Umum  adaah  kegiatan  organisas peserta  Pemilihan  Umum

di sduruh Wilayah Indonesa untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya ddam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Paerwakilan Rekyat, Dewan Perwakilan Rakya Daerah Tingkat |, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat 11, yang selanjutnyaberturut-turut disebut DPR, DPRD I, DPRD Il;

. Dewan Pimpinan adalah pengurus organisas yang ditingkaa Pusat disebut Dewan

Pimpinan Pusat, di Daerah Tingkat | disebut Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I/Wilayah, dan di Daerah
Tingkat 11 disebut Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 11/Cabang, yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP,
DPD I/DPE, dan DPD I1/DPC.

Pasal 2

(1) Kampanye Pemilihan Umum disdlenggarakan oleh Dewan Pimpinan dan atau anggota organisas atas nama

Dewan Pimpinan.

(2) Kegiatlan kampanye Pemilihan Umum hanya dilaksanakan sdama jangka waktu kampanye Pemilihan

Umum, sebagai dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud ddam Bab VI Peraturan Pemerintah harus

(1)

)

ditaati oleh organisas serta dilaksanakan dengan seksama, tertib, kesatria, jujur, dan bertanggungjawab.

Pasal 3
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah,
naskah,konsep, contoh, dan lain sebagainya dari alat-aat peragaan sebagal dimaksud daam Pasa 73 ayat (2)
huruf e Peraturan Pemerintah, harus diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan
kepada penguasa untuk memperoleh surat keterangan dapat tidaknya naskah, konsep, contoh, dan lain
sebagainya tersebut dipergunakan untuk kampanye Pemilihan Umum, sdambat-lambanya 14 x 24 jam
sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan, dengan menyebutkan tempat dan waktu
penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a untuk penggunaan di seluruh Wilayah Indonesia oleh DPP kepada Kepala Kepolisan Negara Republik
Indonesa (KAPOLRI);
b. untuk penggunaan di wilayah Proping Dagrah Tingkat 1 oleh DPD | / DPW kepada Kepada Daerah
Kepolisan (KADAPOL) yang bersangkutan;
C. untuk penggunaan di wilayah KabupatevKotamadya Daerah Tingka Il oleh DPD 11 / DPC kepada
Komandan Resar Kepolisian (DANRES) yang bersangkutan
Surat Keterangan sebagal dimaksud dalam ayat (3) harus sudah diberikan olehPenguasa sebagal
dimaksud dalam ayat (1) kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan dalam waktu sd ambat-lambatnya
7 X 24 jam sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan, dengan tembusannya dikirimkan
kepada:
a Panitia  Pemilihan  Indonesa, apabila surat  keterangan  tersebut  diberikan  oleh
KAPOLRI;
b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat |, apabila surat keterangan tersebut diberikan oleh KADAPOL;
C. Panitia  Pemilihan Daerah Tingkat ", apabila  surat keterangan tersebut
diberikan oleh DANRES.

Pasal 4

(1) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan

huruf f Peraturan Pemerintah harus diberitahukan secara tertulis oleh DPD [I/DPC yang bersangkutan
kepada penguasa secepatcepatnya 10 x 24 jam sebdum jangka waktu kampanye Pemilihan Umum sebagal
dimaksud dalam Pasd 75 Peraturan Pemerintah dimulai, dan selambat-lambatnya 7 x 24 jam sebelum kegiatan
kampanye Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan, dengan menyebutkan tempat, waktu, bentuk, dan pimpinan
pe aksanaan kampanye Pemilihan Umum yang diinginkan, termasuk nama pembicara utama dalam rapat umum
atau pertemuan umum.

(2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il tidak ada DPD II/DPC, pemberitahuan

D

sehagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I/DPW.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasd 4 ayat (1), ddam ha kampanye Pemilihan Umum
berbentuk pawai, termasuk arak-arakan, karnaval, gerak jaan, raly, dan lain-lain iring-iringan, baik dengan
berjalan kaki maupun dengan kendaraan, maka:
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a. apabila pawa bergerak ddam satu wilayah Kabupatern/Kotamadya Daerah Tingkat 11, pemberitahuannya
secara tertulis dilakukan oleh DPD 11/DPC kepada DANRES yang bersangkutan, dengan tembusan kepada
KADAPOL yang bersangkutan;

b. godbila pawa begerak mddui lebih dai sau wilayah Kabupaen/Kotamadya Daerah Tingkat |,
pemberitahuannya, secaratertulis dilakukan oleh DPD 11/DPC atau DPD I/DPW yang menyelenggarakan
pawa tersebut kepada masing-masing DANRES yang bersangkutan, dengan tembusan kepada
KADAPOL/masng-masing KADAPOL yang bersangkutan.

(2) Apabila penyelenggaraan pawai sebagai dimaksud dalam ayat (1) olehn DANRESmas ng-masing
DANRES yang bersangkutan dipandang akan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka
DANRESmasing-masng DANRES dapat:

a. menyatakan bahwa pawai tersebut tidak dapat dilaksanakan;

b. memberikan saran kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan untuk mengubah waktu, rute, dan lain-
lain yang berhubungan dengan pel aksanaan pawal tersebut.

Pasal 6

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai
dimaksud ddam Pasd 4 aya (1) dilaksanakan, Penguasa harus sudah memberikan surat keterangan yang
i nya menyatakan dapat atau tidaknya kegiatan kampanye Pemilihan Umum tersebut dil aksanakan.

(2) Dalam hd-ha tertentu penguasa dapat memberikan surat keterangan yang beris keterangan tentang
perubahan bentuk, waktu, dan aau tempat kampanye Pemilihan Umum sebagai saran kepada Dewan
Pimpinan, apabila kampanye Pemilihan Umum yang akan diadakan tersebuit:

a. bersamaan tempat dan waktunya dengan kegiatan kampanye Pemilihan Umum yang akan diidakan oleh
organisas lain yang sudah memberitahukan lebih dahulu;

b. dilaksanakan di ddam suatu bangunan yang berdekatan dalam jarak sampai |ebih-kurang 2000 (dua ribu)
meter atau dilaksanakan di tempat terbuka yang berdekatan daam jarak sampal 1ebih-kurang 5000 (lima
ribu) meter dari bangunan atau tempat terbuka tempat dilaksanakan kampanye Pemilihan Umum yang
akan diadakan oleh organisad lain yang sudah memberitahukan | ebih dahulu

(8) Tembusan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Penguasa disampaikan
kepada Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7
Ddam kampanye Pemilihan Umum sdan petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan
kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilarang membawa segda macam bentuk senjata, aat/bahan peledak,
dan atau benda yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk menimbulkan gangguan keamanan dan atau
ketertiban umum.

Pasal 8
(1) Dalam penyel enggaraan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempergunakan gedung Pemerintah,
tempat ibadah, dan atau hdamannya mas ngmasing.
(2) Menyimpang dari ketentuan sebagai dimaksud ddam ayat (1), gedung Pemerintah yang lazim dipakai untuk
kegiatan/pertemuan umum dapat digunakan untuk peaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum
setelah memperoleh izin dari pimpinan instans yang bersangkutan.

Pasal 9
Kepada wilayah Pemerintahan, serendah-rendahnya Kepaa wilayah Kecamatan ddam wilayah kerjanya masang-
madng dapa menetgpkan tempat-tempat umum yang disediakan oleh Pemerintah bagi pemasangan dan atau
pemancangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum sebaga dimaksud ddam Pasd 73 aya (2) huruf e
Peraturan Pemerintah serta cara-cara pemasangan dan pemancangan oleh organisas yang bersangkutan.

Pasal 10
Pemasangan dan aau pemancangan da peragaan kampanye Pemilihan Umum sebaga dimaksud daam Pasd 9
oleh organisas yang bersangkutan pada bangunan, halaman, dan atau pekarangan miik perseorangan harus saizin dari
penghuni dan atau pemilik bangunan, halaman, atau pekarangan dimaksud.

Pasal 11
Dalam pelaksanaan kegiatan kaanpanye Pemilihan Umum larangan sebagai dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)
huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah berlaku juga terhadap mereka yang terlibat G30S/PKI, waaupun telah
di pertimbangkan ol eh pemerintah dapat menggunakan Hak memilihnyaddam Pemilihan Umum.

Pasal 12
(1) Pegawa Negeri yang menjadi anggota/pengurus organisas yang tidak dicalonkan dan akan melaksanakan
kegiatan kampanye Pemilihan Umum wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pgabat yang
berwenang yang diatur lebih lanjut oleh KepaaBadan Administras Kepegawaian Negara,
(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan
menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau fadlitas yang ada padanya sebagai Pegawa Negeri Spil.
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Pasal 13

(1) Pegjabat Negara sebagai dimaksud dalam Penjdasan Pasa 11 angka 1, angka 3,
angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang meaksanakan kegiatan
kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin cuti lebih dahulu dari Presiden.

(2) Pgabat Negara sebagai dimaksud daam Penjelasan Pasd 11 angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang mdaksanakan kegiaan kampanye Pemilihan Umum harus
memperolehizin cuti Iebih dahulu dari pegabat yang berwenang yang bersangkutan.

(3) Pgabat Negara sebagai dimaksud ddam ayat (1) dan aya (2) daam me aksanakan kegiatan kampanye Pemilihan
Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau, faslitas yang ada padanya sebagai pgabat
Negara

Pasal 14

(1) Anggota organisas  PenydenggaralPdaksana Pemilihan Umum sebagal dimaksud. daam Pasd 1 huruf e
Peraturan Pemerintah dari unsur Parta Politik dan Golongan Karya yang melaksanakan kegiatan kampanye
Pemilihan Umum harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari KetuaOrganisaed Penydenggara/Pdaksana
Pemilihan Umum yang bersangkutan.

(2) Anggota Organisas  Penyd enggaralPelakaana Pemilihan Umum sebaga dimaksud dalam ayat (1) dalam
melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan
atau fadlitas yang ada padanya sebagai anggota Organisas Penyd enggara/ Pd aksana Pemilihan Umum.

Pasal 15

Kampanye Pemilihan Umum di luar negeri dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan atau anggota organisasi

atas nama Dewan Pimpinan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. kegiggan kampanye Pemilihan Umum yang akan  dilaksanakan  diberitehukan  secara
tertulis oleh DPP kepada Kepaa Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri meldui Menteri Luar Negeri
dengan memperhatikan ketentuan waktu sebaga dimaksud daam Pasd 3 ayat (1) dan Pasd 4 aya (1);

2. kegiagan kampanye Pemilihan Umum depat dilaksanekan hanya di  gedung dan aau
halaman yang mempunyai status hukum wilayah Negara Republik Indonesia dan setelah mendapat surat
keterangan dari Kepaa Perwakilan Republik Indonesa dengan memperhatikan ketentuan waktu sebagai
dimaksud dalam Pasd 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 16

(1) Jangka waktu antara hari berakhirnya masa kampanye Pemilihan Umum dengan hari pelaksanaan
pemungutan suara adalah masa tenang.

(2) Sdlamamasatenang sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan pada hari pemungutan suara dilarang melaksanakan
kegiatan kampanye Pemilihan Umum.

(8) Selama masa tenang sebagai dimaksud dalam ayat (3) semua alat peragaan kampanye Pemilihan Umum
harus dihapus/dihilangkan oleh masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk tigp
Tempat Pemungutan Suara dengan dibantu oleh petugas keamanan yang bersangkutan terutama aat peragaan
yang berada dalam radius. 200 (duaratus) meter di sekitar Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Pasal 17
Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisas berdasarkan ketentuan sebaga dimaksud ddam Pasa 63 ayat (4)
Peraturan Pemerintah juncto: Keputusan Menteri Dadam Negeri/ Ketua Lembaga PemiLihan Umum Nomor-
50/LPU/Tahun 1981 tidek termasuk kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang diatur daam Keputusan Presiden
ini.

Pasal 18
Pelanggaran atas keaentuan dalam Keputusan Presden ini dapat berakibat dihentikannya dan atau dibubarkannya
kegiatan pel aksanaan kampanye Pemilihan Umum oleh penguasa

Pasal 19
Ketentuan ddam Keputusan Presden ini tidak berlaku bagi penydenggaraan kampanye Pemilihan Umum di
Proping Daerah Tingkat | Timor Timur.

Pasal 20
Hal-ha yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Ddam
Negeri/K etua L embaga Pemilihan Umum.
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Pasal 21
Keputusan Presden ini mulal berlaku padatangga ditetapkan.

Ditetagpkan di Jakarta

padatangga 5 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA,
ttd

SOEHARTO
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